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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 53/PMK.05/2020 

TENTANG 

TATA CARA INVESTASI PEMERINTAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 

21, Pasal 27, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 

48, Pasal 52, dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 

63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah, perlu 

mengatur mengenai operasionalisasi investasi 

pemerintah; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf c dan Pasal 

15 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional 

dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara 

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-I9) dan/atau Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi 

Nasional, untuk melaksanakan Program Pemulihan 

Ekonomi Nasional, Pemerintah dapat melakukan 

investasi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 
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  c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum, badan layanan umum 

dapat melakukan investasi jangka panjang setelah 

mendapat persetujuan Menteri Keuangan;  

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata 

Cara Investasi Pemerintah; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang 

Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6385); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional 
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dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara 

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi 

Nastonal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6514); 

6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1745); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA 

INVESTASI PEMERINTAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri 

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan negara. 

2. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat 

BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk 

melaksanakan fungsi BUN. 
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3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal 

Perbendaharaan. 

4. Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal. 

5. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana 

dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk 

investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau 

investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, 

sosial, dan/atau manfaat lainnya. 

6. Komite Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat 

KIP adalah lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan 

fungsi supervisi dalam pengelolaan Investasi Pemerintah. 

7. Operator Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat 

OIP adalah pelaksana fungsi operasional yang ditunjuk 

atau ditetapkan oleh Menteri. 

8. Pinjaman adalah setiap pembiayaan melalui utang yang 

diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak 

berbentuk surat berharga, yang harus dibayar kembali 

dengan persyaratan tertentu. 

9. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau 

pelepasan hak kepemilikan pemerintah baik sebagian 

atau keseluruhan kepada pihak lain. 

10. Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah yang 

selanjutnya disingkat PKIP adalah dokumen yang 

disusun oleh KIP yang berisi pedoman umum antara lain 

mengenai pengelolaan investasi yang mencakup 

perencanaan, pemilihan, dan alokasi, atas sumber daya 

dan risiko. 

11. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian 

negara/lembaga pemerintah non kementerian 

negara/Lembaga negara. 

12. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU 

adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk 

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 

berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual 

tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam 

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi 

dan produktivitas. 
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13. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat 

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 

besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan 

secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang 

dipisahkan. 

14. Badan Hukum Lainnya yang selanjutnya disingkat BHL 

adalah badan hukum yang diatur tersendiri dengan 

undang-undang. 

15. Badan Usaha adalah BUMN, badan usaha milik daerah, 

badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, 

badan hukum asing, atau koperasi. 

16. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis untuk 

melakukan Investasi Pemerintah antara Menteri selaku 

BUN atau pejabat yang ditunjuk dengan pimpinan BUMN 

dan/atau BHL selaku OIP. 

17. Rekening Investasi BUN yang selanjutnya disingkat 

RIBUN adalah rekening tempat penampungan dana 

dan/atau imbal hasil Investasi Pemerintah. 

18. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang 

selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 

yang memperoleh kewenangan sebagai Kuasa BUN. 

19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat 

KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan 

tanggung jawab dari pengguna anggaran untuk 

menggunakan anggaran Investasi Pemerintah. 

20. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh 

pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan 

dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan 

pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan 

belanja negara. 

21. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang 

selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi 

kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk 
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